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BUPATI KUBU RAYA
pRoVINsl KALIMAr\ITAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR   9`   TAHUN 2022

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM APLIRASI
PENGENDALIAN ANGGARAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAII KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang   :   a.    bahwa  dalam  rangka  pengendalian  dan  evaluasi  kineri
P±m:t=b#p=r]ua8=rabneyq:alu=tudkeni:ng:f=¥±gifi=±e:£s:e#
aplikasi  monitoring  dan  evaluasi  berbasis  online  melalui
sistem   aplikasi   Pengendalian   Anggaran,   Evaluasi   dart
Pelaporan;

b.  ::WpaeL:isotre: ipe]::S±:ens::tnedmal:n#=n¥T= :::i

¥L¥:saku=p=e:i::]kpaand:°tn±r::u=£:eyraet:can::=b;Hiai=:¥±
akhimya    akan    meningkatkan    kualitas    perencanaat
pembangunan;

C. bahwa berdasarkan pertinbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati   tentang   Penggunaan   dan   Pengelolaan   Sistem
Aplikasi  Pengendalian  Anggaran,  Evaluasi  dan  Pelaporai
di Lingkungan pemerintah Kabupaten Kubu Raya;               i

Mengingat      :    1.   Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang Dasar Negara Republi*
Indonesia Tahun  1945;                                                                      (

2.   Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sisteri
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  104,  Tambahap
IJembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;             i

1

3.   Undang-Undang     Nomor     35     Tahun     2007     tentang
Pembentukan     Kabupaten     Kubu     Raya     di     Provindy
Kalimantan  Barat  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2007   Nomor   101,   Tambahan   Irembaran  Negarq
Republik Indonesia Nomor 4751);                                                  i

4.¥:t€=:-kuan:TnEormNa°sT=bii±4(Le:¥:=N2e::8aRteepnutb=j

knedg°::SiaepTu#rkn[n2d°o°n8esra°Eo°io6rL48ZgrballanLembarat



Nomor 6757);

tpee:f=3TfeTerbuunk:=g::a:drmana8s£Ni:#[:{(±4TPTg_anunrye2g°£i
Republik  Indonesia  Tahun  2010   Nomor  99,  Tambah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  20
tentang    Tata    Cara    Perencanaan,    Pengendalian    d

I:ani:bi:¥i:::iT¥pe:n;:i:i:Daii±jt::¥aT::;uis!
#epni::rd

Daerah,     Rencana    Pembangunan    Jangka
Daerah,  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (I
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8.   :ee:=:an #::£tfi:rasp,alaEog:#£:[s£¥°md°L9° £oamhm::k2]a°t:i

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9.   Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahu
2021  tentang  Hasil  Verifikasi,  Validasi  dan  Inventarisa{
Pemutakhiran   Klasifikasi,   Kodefikasi   dan   NomenklatL
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahu
2019  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menenga
Daerah  Tahun  2019-2024  (Lembaran  Daerah  Kabupate
Kubu  Raya  Tahun  2019  Nomor  5,  Tambahan  Lembara

5::ruchRa¥%uTp=::K2u°b2uLRNa?=°Nroi'orT#chanLembarffi

MEMUTU SKAN :                                                                    I

Menetapkan    :    PERATURAN       BUPATI      TENTANG      PENGGUNAAN      DA
PENGELO LAAN          SI STEM         APLIKASI          PENGENDALIAIEL
ANGGARAN,   EVALUASI   DAN   PELAPORAN   DI
PEMERINTAII KABUPATEN KUBU RAYA.



BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.     Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.     Pemerintah     Daerah     adalah     Bupati     sebagai     unsur     penyelenggata

Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan

3.    gTpgag:£Ufdik::;:tTKg:guK£:rap.aten Kubu Raya.                                     ,i
4.     Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat DaerEL

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
5.    ;=dganseT=;::n¥aa¥±s::=tbFag:p:=al£Pba=rgah;dpale=ehi±£DanyL= :eenmg:LEPTu:¥

pokok    pelaksanaan    perumusan    dan    pelaksanaan    kebijakari    tekn(is
perencanaan pembangunan  serta penyusunan  dan  pelaksanaan  kebijakfi
perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan.

6.     Kepala Bappedalitbang adalah Kepala Bappedalitbang Kabupaten Kubu
7.     Monitoring adalah kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan

ri`;i,'ii`:

kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu dengan tujuan agtr
semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamat§n
tersebut  dapat  menjadi  landasan  dalam  mengambil  keputusan  tindakali
selanjutnya yang diperlukan.                                                                                      1

8.     Pengendalian  adalah  serangkaian  kegiatan  manajemen  yang  dimaksudk]n
untuk  menjamin  a.gar  suatu  prograln/kegiatan  yang  dilaksanakan  sesugiv
dengan rencana yang ditetapkan.                                                                             I

9.     Pemantauan    adalah    kegiatan    mengamati    perkembangan   pelaksanadn
rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahap
yang  timbul  dan/atau  akan  timbul  untuk  dapat  diambil  tindakan  sedini

10.   Evaluasi  adalah  rangkaian  kegiatan  membandingkan  realisasi  masukii
mungkin.

(iripttt), keluaran (ozttpttt) , dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standaF.
11.   Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan nasa depan yafig

tepat  melalui  urutan  pilihan  dengan  memperhitungkan  sumber  daya yang
ada.

12.   Perencanaan   pembangunan   daerah   adalah   suatu   proses   penyusunali
tahapan-tahapan   kegiatan   yang   melibatkan   berbagai   unsur   pemanglfu
kepentingan  di  dalamnya,  guna  pemanfaatan  dari  pengalokasian  sumber
daya  yang  ada,  dalan  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  dalar
suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

13.   Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akriir
periode perencanaan.

14.   Misi    adalah    rumusan    umum    mengenai    upaya-upaya    yang    akin
dilaksanakan untuk mewujudkan visi,                                                                  I

15.   Tujuan  adalah  penjabaran  visi  dan  rnisi  dan  merupakan  hal  yang  akqu
dicapai atau dihasilkan oleh organisasi.                                                                   )

16.   Sasaran  adalah penjabaran dari tujuan yaitu  apa yang akan  dicapai atal
dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu.

17.   Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu
atau  lebih  kegiatan  dengan  menggunakan  sumber  daya  yang  disediakin
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.                                   I

18.   Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau letrih
unit  kerja  pada PD  sebagai  bagian  dari  pencapaian  sasaran  terukur  pada

19.a::tuKep;°a¥anana::tfkb=;Pfh:Sg=grpaatsafln`;tt=Cg¥£/ak==ar=anoiehsatuat|u
lebih unit  kerja  pada  PD  sebagai  bagian  dari  pencapaian  sasa].an  teruktlr



pada  suatu  kegiatan  dan  terdiri  dari  sekumpulan  tindakan  pengerah
sumber daya baik yang berupa personal,  barang modal termasuk peralat
dan  teknologi,   dan/atau  kombinasi  dari  beberapa  atau  ke  semua  je
sumber daya sebagal masukan (€npttt) untuk menghasilkan keluaran (oz/tp
dalam bentuk barang/jasa.

20.   Kinerja  adalah  keluaran/hasil  dari  program/kegiatan/sub  kegiatan
akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran
kuantitas dan kualitas terukur.

21.   Evaluasi kinelja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapk
dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati.

22.   Input Capaian Kinerja  Otttpztt adalah proses pengisian capaian kinelja fi
dan keuangan sub kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem.

23.   Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disin
RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20  (dua pul
tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dan menga
pada RPUP Nasional.

24.   Rencana    Pembangunan    Jangka    Menengah    Daerah   yang    selanjutn
disingkat  RPJMD  adalah  dokumen  perencanaan  daerah  untuk  periode
(lima) tahun yang merupakan pen].abaran visi, misi dan program Bupati d
penyusunannya  berpedoman  pada  RPJPD  dengan  memperhatikan  RP
Nasional.

25.   Rencana Keria Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adal
dokumen    perencanaan    daerah   untuk   periode    1    (satu)    tahun
merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKPD Provinsi
Rencana Kerja Pemerintah Nasional.

26.   Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut Rensta PD adalah dokum
perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

27.   Rencana  Kerja  PD  yang  selanjutnya  disebut  Renja  PD  adalah  doku
perencanaan  PD  untuk  periode   1   (satu)   tahun  yang  memuat  kebijak
program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung ol

28i:i:n;;i:j[£i:dnaf:ia=h:;::a±u;==e8=;;t:e:::,:eh:dL:k:i=mnu:u:knhad:;°enn8m:P:::±LLi[!
dan/ atau menyebarkan informasi.

29i¥|:ysmie|#n:tg±°i:i#=:i:kr=:S±r±nfk:areu=mgrkp=en;,=±¥ainim=±£o:i[d:r::e;efta:°=Th#

informasi.
30.   Sistem informasi monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan adalah

bantu   pemerintah   daerah   untuk   melarfukan   monitoring   dan   evalu
capalan kinelja pembangunan.

31.   Sistem   aplikasi   Pengendalian   Anggaran,   Evaluasi   dan   Pelaporan
selanjutnya  disebut  PANGERAN  adalah  alat untuk membantu,  memanta
memonitoring  dan  mengevaluasi  kinerja  pembangunan  secara  sistema
dan dapat diakses secara online oleh pengguna aplikasi.

32.   Administrator    PANGERAN    adalah    orang    atau    sejumlah
bertanggung jawab untuk mengelola sistem.

33.   Pengguna   PANGERAN    adalah    PD    yang   memanfaatkan    fasilitas
informasi yang disediakan oleh penyelenggara PANGERAN.

34.   Data  adalah  kumpulan  inforrnasi  yang  meliputi  kata-kata,  bagan,  gr
ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situ
tertentu.

35.   Pengolahan  data   adalah   kegiatan  yang  menyangkut  penambahan   da
penghapusan  data,  pengeditan  data,  pengurutan data,  pencarian terhad
data  tertentu,   perhitungan-perhitungan  yang  dilakukan   terhadap   da



penyimpanan  terhadap  data yang telah  akurat  dan  lainnya  sesual  deng
yang diinginkan pemakai.

36.   Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang bergu
bagi yang  menerimanya,  yang menggambarkan  suatu  kejadian  nyata  d
dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan.

37.   Dokumen  Elektronik  adalah  informasi  elektronik yang  dibuat,  diterusk
dikirimkan,    diterima    atau    disimpan    dalam    bentuk    analog,    digit
elektromagnetik,  optikal  atau  sejenisnya  yang  dapat  dilihat,  ditampilk
dan/atau  didengar  melalui  komputer  atau  sistem  elektronik,  tetapi  tid
terbatas  pada  tulisan,   suara  atau  galnbar,   peta,   rancangan,   foto
sejenisnya,  huruf,  angka,  tanda,  kode  akses,  simbol,  atau  perforasi  y
memiliki  makna  atau  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang

or`        T`T___    n~__:_    _i_1_1_    _1_.__~L   :__.I______i   i`^^T^T-n^`T   ___  __  _    1_39.   Nama  Domain  adalah  alamat  internet  PANGERAN  yang berupa  kode  at
susunan  karakter  yang  bersifat  unik  yang  menunjukkan  lokasi  terten
dalam internet.

Pasal 2

(1)    Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
a.   mengatur      pengelolaan      PANGERAN      untuk      seluruh      peman

kepentingan pembangunan di daerah; dan
b.   mengatur PD agar disiplin di dalam pelaporan kinelja.

(2)    Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a.   memberikan   acuan   pelaksanaan   dan   penggunaan   PANGERAN   b

seluruh PD dan para pemangku kepentingan daerah;
b.   menciptakan   konsistensi    tahapan    perencanaan,    pengendalian    d

evaluasi kinerja pembangunan;
c.   mewujudkan  monitoring  dan  evaluasi  yang   sistematis,   obyektif

d.±¥n§¥r¥:Lt::a=nyraant8akt:=e::I:u:::rLpnet::e=atyanangha:ir:ad:enLa:=s#
publik; dan

dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  untuk  menghasilkan  secala
konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

Pasal 3

data, mengolah data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam
perencanaan daerah;

b. sistem pengelolaan data kinelja pembangunan daerah yang terpadu;
c. sistem  informasi  yang  membuat  dokumen   secara  terstruktur  pada

tahapan evaluasi;

dffin

PANGERAN berkedudukan sebagai:
a.sistempendukungkeputusan(deciszonswpporfsgs€em)untukmengumpulkin

d.sistem    informasi    yang    dapat    diakses    oleh    setiap    pengguna    deng
menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam PANGERAN; dan

e. PANGERAN dapat mengetahui:
1. capaian  realisasi  anggaran  dan  fisik  per-triwulan  pelaksanaan  Anggar

Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. mengkategorikan realisasi anggaran fisik per-triwulan berdasarkari PD;
3. perlnasalahan dari kegiatan yang dilaksanakan; dan
4. dapat mengetahui SILPA.



BAR 11
PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI PENGENDALIAN ANGGARAN,

EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penanggungjawab Sistem Aplikasi Pengendalian Anggaran,

Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 4

( 1)    Penanggungjawab pengelolaan PANGERAN terdiri dari:
a.  Sekretaris Daerah sebagai pengarah;
b.  Kepala Bappedalitbang sebagal penanggung jawab;
c.   Kepala  Bidang  Perencanaan,  Pengendalian  dan  Evaluasi  Pemban

Daerah Bappeda]itbang sebagai penanggung jawab harian; dan
d.  Sub  Koordinator  Pengendalian,  Evalu-a-si  d-:in  Pelaporan 'Bappedalil

selaku administrator pusat sebagai penanggung jawab teknis PANGE
(2)    Administrator pusat PANGERAN sebagainana-dim-a-ksud pada aya.t (1) hri

d bertanggung jawab terhadap:
a.   menjamin    keberlangsungan,    kelancaran    dan    penggunaan    aplikalsi

PANGERAN;
b.   memberikan  infomasi  terkait  dengan  proses  evaluasi  dan  pelapor

yang masuk dalam PANGERAN;
c.    menjamin keamanan PANGERAN; dan
d.   melaksanakan  penanganan  permasalahan  dan  keluhan  dari  penggu

PANGERAN.

Pasal 5

(1)    Administrator pusat PANGERAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ay
(1) huruf d, dibantu oleh Tim Pengelola PANGERAN yang terdiri dari:
a.   tim teknis; dan
b.   tim pendamping.

(2)    Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tena
ahli/personil yang bexpengalaman di bidang sistem informasi dan teknolog

(3)    Tim    pendamping    seba.gaimana    dimaksud    pada    aya.t    (1)     huruf
bel.anggotakan   pelaksana   pada   bidang   Perencanaan,   Pengendalian   d
Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang.

Pasal 6

(1)    Penanggung  jawab   PANGERAN   sebagaimana   dimaksud   dalam

a

Pasal   14
bertugas      melaksanakan      pengawalan      dan      pengawasan      terhadalp
keberlangsungan PANGERAN.

(2)    Penanggung   jawab   PANGERAN   §ebagainana   dimaksud   pada   ayat
ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

(3)    Penanggung jawab PANGERAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  clap

::b::::5:Tng_huonndo:::;::::T  dan,atau  tunjangan   sesual  ketentuan  peratuf][

Bagian Kedua
Pengguna Sistem Aphkasi Pengendalian

Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 7

(1)     Pengguna PANGERAN terdiri dari:



a.  Bupati dengan passz#ord Eksekutif;
b.  Sekretaris Daerah dengan pass"ord Eksekutif;
c.   Kepala Bappedalitbang dengan passz#ord Eksekutif;
d.  PD dengan  passzuord admin PD; dan
e.   instansi lalnnya yang berkepentingan dengan PANGERAN.

(2)    Pengguna PANGERAN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)  menyampaik
data kinelja melalui PANGERAN.

Pasal 8

Administrator  pusat  PANGERAN  dapat  memberhentikan  pengguna  PANGE
dalam    hal    pengguna    melanggar    ketentuan
PANGERAN.

dan    mengganggu    keaman

Bagian Ketiga
Pengelolaan Sistem Aplikasi Pengendalian Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 9

( 1)     Pengelolaan PANGERAN pada pD dilaksanakan oleh:
a.   Kepala   Sub   Bagian/Kepala   Sub   Bidang/Fungsional   Tertentu   y

ditunjuk  untuk  menyusun  pelaporan  kinelja  PD  selaku  administr{
PD;

b.   Operator   PANGERAN      pada   PD      yang   ditunjuk   untuk   menginp
pelaporan kinelja PD melalui PANGERAN.

(2)    Tugas   dan   tanggung   jawab   Kepala   Sub   Bagian/Kepala.   Sub   Bid
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
a.   mengoordinasikan pengelolaan PANGERAN lingkup PD;
b.   mengoordinasikan capaian kinelja ke setiap bidang/unit kerja; dan
c.    memverifikasi capalan kinelja sebelum di I.7iprt ke dalam PANGERAN.

(3)    Tugas  dan  tanggung jawab  Operator  PANGEkAN    pada  PD  sebagain;
dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagal berikut:
a.   melaksanakan   jnprtt/tJpcza€e  data  Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegia

setiap kegiatan PD ke PANGERAN;
b.   melaksanakan €nprf/ztpdclte data kinelja PD level keluaran (ott€pr£/,

c:r:nory=p/iu£C=me{adp=r£VeLfanse¥aan/=mcparacat/k:e#e=n:¥:nEg:+N'.ge=iL
triwulan.

(4)     Operator   PANGERAN   pada   PD   ditunjuk   oleh   Kepala   PD   melalui   Surit
Perintah KepaJa pD dan disampaikan kepada Kepala Bappedalitbang.            I

1ev6l

BAB Ill
PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu
Pengendalian dan Evaluasi lntemal Perangkat Daerah

Pasal 10

Pimpinan   PD   wajib   melakukan   evaluasi   dan   Pimpinan   PD   melakuk
evaluasi pelaksanaan Renja PD periode sebelumnya.
Evaluasi    sebagalmana    dimaksud    pada    ayat    (1)    dilakukan    terhad
pencapaian kinelja level sub kegiatan (a"aptJt).
Hasil   evaluasi   digunakan   sebagai   umpan   balik   penilaian   kinerja   d

usulan   perencanaan   dan   anggaran   ditahun   peren-canaaihpenyusunan
selan].utnya.



(4)    Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan triwulan dan tahunan.
(5)    Pimpinan PD berkewaj.iban melaporkan basil evaluasi kepada Bupati mela

Kepala Bappedalitbang.

Pasal  1 1

(1)    pengendalian  terhadap rencana kelja PD,  sesuai dengan  tugas,  fungsi d
kewenangannya sesuai dengan peratur.an perundang-undangan.

tugas dan fungsi yang melekat pada setiap PD.
(3)    Pimpinan PD melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada

( 1) dimulai darn penyusunan Renstra PD, Indikator Kinerja Utana (IKU)
Renja PD dan Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD.

(2)    Pengendalian pe.Iaksanaan program, kegiatan dan ;ub kegi=tan merupak!L

Bagian Kedua
Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Pasal 12

(1)    Pimpinqn   PD   melaksanakan   pemantauan   pelaksanaan   Renja   PD
meliputi  pelaksanaan  program,  kegiatan  dan- sub  kegiatan  se`sual  dei:-#
tugas, fungsi dan kewenangannya.

(2)    Pemantauan  pelaksanaan  program,  kegiatan  dan  sub  kegiatan  dilakup:#a#
(3)    Hasil pemantauan disusun dalam bentuk lap-oran balk bulanan, triwulan

semester dan tahunan.

Pacal  13

terhadap  perkembangan  realisasi  penyerapan  dana,  reairsasi
target kinelja dan permasalahan yang dihadapi.

Pimpinan  PD  berkewajiban  menyampaian  laporan  kinelja  PD  secara  tep
waktu
Ifaporan  kinelja  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (1)  disampaikan  balk
melalui  PANGERAN  maupun  secara  tertulis  kepada  Bupati  melalui  Kepa}a
Bappedalitbang sesuai jadwal waktu yang sudah ditentukan                          i

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan Evaluasi dan Pengendalian

Pengenda|ian     pe|aksanaan    renca::edp[e4mbangunan    dimaksudkan     untJ[
menjamin tercapalnya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang didalap
RPJMD.

Bagian Keempat
Pendampingan dan Pelaporan

Pasal  15

(1)    Pengampu,  yaitu  Sub  Koordinator  pada  Bappedalitbang  yang  ditugask
menjadi mitra PD yang dibantu oleh Pembantu Pengampu untu-k melalu
proses pendampingan,  seleksi dan pendalaman terhadap hasil data kin
didalam PANGERAN.

(2)    Setiap   Kepala   Bidang   di   Bappedalitbang   dan   pengampu   dibidangn
bertanggung jawab  untuk  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  kepad:
yang berada di wilayah tugas koordinasinya.



(3)    Kepala   Bidang   pada   Bappedalitbang   melaporkan   hasil   monitorin
evaluasi Penganpu kepada Kepala Bappedaliibang sebagal bahan keb
Plmplnan.

(4)    Hasil   monitoring  dan   evaluasi   Pengampu   sebagai   bahan   pertimba
untuk  penentuan  jumlah  besaran  pagu  PD  pada  tahapan  perenca
selanjutnya.

(5)    Kepala   Bappedalitbang  melakukan   pengendalian   dan   evaluasi   terh
pengelolaan PANGERAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undang

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  petiap  orang  mengetahuinya,   memerintahkan  pengundangan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu

Ditetapkan di Sungai
pada tanggal

BUPATI

PATEN KUBU RAYA

Diundangkan di Sungai Ray
pada tanggal  . .6 . . ees9.+.*.i . . $9
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